Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Bpp
aa ) Craa ) A
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah

menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Jakarta, 24 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan
Swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timuf, selan}ltétnya disebut Penggugat;

G
a‘?wan 4@7

Tergugat, Blitar, 19 Q@bber 1978, agama{*m, pekerjaan Tidak
diketahui, pendi&an SD, tempat ting@ dahulu di Kota
Balikpapan, P@insi Kalimantan Timu-ﬁg sekarang tidak
diketahui alamatiya dengan jelas dan pastiawilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 10 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Bpp tanggal
11 Januari 2017 telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2012, terdaftar di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota
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Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor 687/42/V1/2012 tanggal 11 Juni 2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Perempuan, lahir di
Balikpapan, tanggal 23 Februari 2013, namun telah meninggal dunia
pada bulan Januari tahun 2017;

4. Bahwa sejak tanggal 05 Desember 2014 Tergugat meninggalkan
tempat kediaman bersama.dan Ge&hdsaat itu antara Penggugat
dengan Tergugat tidak pern umpul Iaﬁ knya pasangan suami
istri yang sah, bertur rut hingga seka(_ang, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugatitanpa:ijin.Penggugat 'dad tanpa alasan yang
sah. Selama itu Tergugat tidak-pernah. pulang danctidak pernah kirim
kabar serta tidak dikelta_’ﬂui alamatnya yang-jelas pasti di wilayah
Republik Indonesia;

5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada
Penggugat dan/atautidak meninggalkan. harta benda yang dapat
digunakan sebagai nafkah“Penggugat, serta” Tergugat membiarkan
(tidak memperdulikan) Penggugat;

6. Bahwa selama ditinggal pergi--oleh-—Tergugat, Penggugat tetap
bersikap dan berperilaku baik;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat
menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang
rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat
menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan
Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan

Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cg. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

3. Menjatuhkan talak satu khuli Tergugat (Tergugat), terhadap
Penggugat (Penggugat), dengan iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah);

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlak-u. | P‘G A M |
Atau apabila Pengac%;;?%gama Béﬂ@&an berpendapat lain,

<

mohon putusan yang seadil ya,;
%

Bahwa pada hari sid&% yang ditentukan, Pen'%ugat tidak datang
menghadap ke persidangan dan | tidak—menyuruhPerang lain untuk
menghadap sebagai Wakilﬂya/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut oleh JurusitazPengganti, Pengadilan Agama
Balikpapan yang relaas” panggilannya dibacakan-//dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa  tidak -datangnya Penggugat itu
disebabkan suatu halangan yang sah atau beralasan‘menurut hukum;

Bahwa demikian juga “dengan-—-Tergugat tidak menghadap ke
persidangan pada hari yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasa hukumnya
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternayata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita a Acara Sidang ini merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan
ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum, oleh
karenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama seba@irﬁg‘ﬁ{g&h iubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 200\6:%'an perubahan ‘%ﬁua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 20@, biaya yang, timbul daf%m perkara ini harus
dibebankan kepada Penggugat; ?0

Mengingat, semua [pasal .dalam;_peraturan pé&rundang-undangan
dan hukum Islam yang berEaitan dengan-perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;

2. Membebankan kepada.Penggugat untuk-membayar biaya perkara
sejumlah Rp 441.000,- (empat ratus empat-puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Balikpapan pada hari hari Kamis tanggal 08
Juni 2017 Masehi bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriyah, dalam
permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,
M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa’i,
M.H., sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis,
S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;
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Hakim-hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. lIbrohim, M.H. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.M.H.
Drs. Muh. Rifa’i ,M.H. Panitera Pengganti,

pGCAM4

S %,
3> 2,
f

Q
o Zakiah Barajah Muis, S.H.
< )
w P
Q. Z

Perincian biaya perkara:
- Pendaftaran Rp. 30:000,¢

Proses Rp: 50.000,-

Panggilan Rp: 350.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-

Meterai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 441.000,-
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